
ABSTRAK PERATURAN 

PERPAJAKAN – ORGANISASI DAN TATA KERJA – KOMITE PENGAWAS 

2010 

PERMENKEU RI NOMOR 133/PMK.01/2010 TANGGAL 26 JULI 2010 (BN TAHUN 2010 NO.359) 
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ABSTRAK :  - Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36C Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang 
Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 
54/PMK.01/2008 Tahun 2008 tentang Komite Pengawas Perpajakan, dibentuk Komite Pengawas 
Perpajakan dan untuk mendukung dan meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugas Komite 
Pengawas Perpajakan, perlu dibentuk Sekretariat Komite Pengawas Perpajakan. 

    - Dasar Hukum Peraturan ini adalah: 

      UU 6 Tahun 1983 (LN Tahun 1983 No.49, TLN No.3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah 
terakhir dengan UU 28 Tahun 2007 (LN Tahun 2007 No.85, TLN No.4740), Perpres RI 47 Tahun 2009, 
Perpres RI 24 Tahun 2010, Keppres RI 56/P Tahun 2010, Permenkeu RI 54/PMK.09/2008. 

    - Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur: 

      Sekretariat Komite Pengawas Perpajakan secara fungsional berada di bawah dan bertanggung 
jawab kepada Ketua Komite Pengawas Perpajakan, dan secara administratif berada di bawah 
dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan. Sekretariat Komite 
Pengawas Perpajakan mempunyai tugas melaksanakan pelayanan teknis dan administratif 
dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas teknis Komite Pengawas Perpajakan. Dalam 
melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Sekretariat Komite Pengawas 
Perpajakan menyelenggarakan fungsi: a. koordinasi dan penyusunan kebijakan teknis dan 
program kerja fasilitasi analisa dan konsultasi, fasilitasi pencegahan dan monitoring, serta 
fasilitasi pengaduan dan verifikasi di lingkungan Komite Pengawas Perpajakan; b.koordinasi 
penyusunan rencana kerja, rencana strategik, dan laporan; c.penyiapan rekomendasi dan 
pemberian saran/masukan dalam rangka peningkatan pelaksanaan tugas instansi perpajakan; 
d.pengelolaan urusan sumber daya manusia, penataan organisasi dan ketatalaksanaan, serta 
keuangan; dan e.pelaksanaan urusan tata usaha Komite Pengawas Perpajakan. Dalam 
melaksanakan tugas, setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Sekretariat Komite 
Pengawas Perpajakan wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik di 
lingkungan masing-masing maupun dengan instansi lain di luar Sekretariat Komite Pengawas 
Perpajakan sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing. Setiap pimpinan satuan organisasi 
wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing 
dan menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya. Dalam menyampaikan laporan 
kepada atasan, tembusan laporan wajib pula disampaikan kepada pimpinan satuan unit 
organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja. Para Kepala Bagian 
menyampaikan laporan kepada Sekretaris Komite Pengawas Perpajakan, dan Kepala Bagian 
Umum menampung laporan tersebut, serta menyusun laporan berkala Sekretariat Komite 
Pengawas Perpajakan. Perubahan atas organisasi dan tata kerja menurut Peraturan Menteri 
Keuangan ini ditetapkan oleh Menteri Keuangan setelah terlebih dahulu mendapat persetujuan 
tertulis dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara dan 
reformasi birokrasi. 

CATATAN : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

  - Peraturan Menteri ini ditetapkan dan diundangkan pada tanggal 26 Juli 2010. 

  - Lampiran halaman 1. 

 


